BAB |11
PEMBAHASAN
3.1 Landasan Teori
Transaksi hukum gadai dalam fikih islam diselawtrahn. Ar-rahn
adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatan sebagai tanggungan
utang' Pengertianar-rahn dalam bahasa arab adalaks-tsaubut wa ad-
dawany’ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalamitkeat maun rahin,
yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasariianan Allah SWT dalam
QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut.
& ¢2RO0OXI@D s BNIOR (OLANT L 2o (6 oW Kl
SPHRL 2 WNOO0%00.2e06
Artinya: ‘tiap-tiap diri bertanggung jawab atas agang telah diperbuatnya’.
Pengartian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakaakna yang
tercakup dalam katal-habsy yang berarti menahan. Kata ini merupakan
makna yang bersifat materiil. Karena itu, secaraaba kataar-rahn bararti

“menjadikan sesuatu barang yang bersifat matesgatpengikat utang’.

Pengertian gadairghn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas
adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dakmgeptian istilah adalah
menyandera sejumlah harta yang diserahkan selbmgagn secara hak, dan

dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sasuditebus. Namun,

! Rahmat Syafei, “Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Figih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai
Komersial” dalam Huzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer Ill, (jakarta:
Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1995), cet. Il, him. 59
zDr. Zainuddin Ali, “Hukum Gadai Syariah”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), him 1.

Ibid

29
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pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1158bKiundang-undang
hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh isegeyang mempunyai
piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barargetad tersebut diserahkan
kepada orang yang berpiutang oleh orang yang meyapumang atau orang
lain atas nama orang yang mempunyai utang. Katenanakna gadairéhn)

dalam bahasa hukum perundang-undangan disebutasebagng jaminan,
agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian geata) (dalam hukum

(syard) adalah:

Crall elly aal (S dmny (pa A3 5 ) s b alle dad Ll (e dxa

!

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai hadaam pandangan
syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkamkumiengambil seluruh

atau sebagian utang dari barang tersebut.

Jika memperhatikan pengertian gadeah() di atas, maka tampak
bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak pgm dengan pihak yang
meminjam uang adalah untuk memberikan ketenanggnpeaanilik uang dan
atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Kai@anarahn pada
prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutaaigg ymurni berfungsi
sosial, sehingga dalam bukgh mu’amalahakad ini merupakan akadbarru’

atau akad derma yng tidak mewajibkan imbalan.

* ibid
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3.1.1 Landasan Syariah

a. Al-Quran

QS. Al-Bagarah (2) ayat 283 yang digunakan sebdgaar dalam

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut

71 LN Shes=CGAEN SANOX dm <
B OCOE D e 200 1o @K ARR
O T ORLH® ¢o G B, s A X @l
XM AOM v Nee B <KOVJDEESOON
0. erOXIRO=E o o T A D¢ LAED B> ¢

EJ RO FZANT PR QN AA Lo e
ezl TR JOINRCE Ju) 0L JOY =X 1L 2-Nm [N
2L gu g R JOF TR J6) A F oI

g EOROORNE4wa s BLECOECINE e
HAOE€O# IR o ANGO€ILZ40 4560
+ 7360 DE€EQE€IHL DL 67
SHORNEIN  4QUIHROLDr e o HORE

KRS

Artinya : dan jika kamu dalam perjalanan sedang lkatinia.k
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah adagbgaminan
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memparcsgbagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikamanatnya
(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allahannya. Dan
janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karenanfasiapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosiégh Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

{180} Barang tanggungan (borg) itu diadakan bilausaama lain

tidak percaya mempercayai.

> Departemen Agama,” Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,

2002).
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Syaikh itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-
qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila
seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka
waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang
kepada orang yang berpiutamghn).°
b. Al hadist
1) Hadist dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkanelol Ibnu
Majah yang berbunyi:
A1 |y e 3215 ALy 53 56 Sie 15 p g 4l Jgmay )
“Rasuluallah saw. Menggadaikan perisai beliau kaps&brang
yahudi di madinah untuk mendapatkan gandum yangabel
gunakan untuk memberi nafkah istri beliali(HR. Ibnu Majah).
2) Hadist riwayat hurairah ra., yang berbunyi:
OAS V3 sy S A G 5 Ush e (IS 13 4y (&% el
A ey 58 el e S U
“Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemelihargariketika
hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum bsarkizn
nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan terselgaddikan,
pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yangddigan

adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan Igearean

® Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 109
7 .
Ibid
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terhadap hewan yang digadaikan terseSutR. Asy-Syafi'i dan

Ad-Daruquthni)

c. ljma’ ulama
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukunai.gatal
dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad ¥amg
menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makkraseorang
yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari t@onNabi
Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih gang biasanya
bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepadang yahudi,
bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhamreaw. Yang
tidak mau memberatkan para sahabat yang biasangmgaren
mengambil ganti ataupun harga yang diberikan olabi Muhammad
saw. Kepada mereKa.

3.1.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indang8)SN-MUI)

memjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadaiabyali antaranya

dikemukakan sebagai berikut.

a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indameslo:
25/DSN-MUI/I11/2002, tentang Ratif

1. Ketentuan umum

8 .
Ibid
° Wahbah Zuhaily, AL-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Figr, 2002)
' Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, (ciputat: CV. Gaung Persada Press, 2006) Cet. 4
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. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk mana
marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang
menyerahkan barang) dilunasi.

. Marhun dan manfaatnya tetap milik Rahin. Pada jmiys,

marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kkcua

seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhdan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemadiha
dan perawatannya.

. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya

menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan joigé

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyienpa

tetap menjadi kewajiban Rahin.

. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhwak tid

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

. Penjualan Marhun

1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan
Rahin untuk segera melunasi utangnya.

2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnyaka
Marhun diijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesu
syariah.

3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasngita
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum aibay

serta biaya penjualan.
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4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibamaga
jika terjadi perselisihan di antara kedua belalakjmaka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarabh.

6) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaima
mestinya.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indameslo:

26/DSN-MUI/II/2002, tentang Rahn Em&s.

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahnt (fetava
DSN nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) djtarggoleh
penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didaspada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berkasaakad

ljarah.

"ibid
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5. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, deriggantuan jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, allarbah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya

3.1.3 Rukun dan Syar at-syarat Gadai
1. Rukun Gadai

Dalam figih empat madhab (figh al-madzahib al-aab@diungkapkan

rukun gadai sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang berakad)

Aqgid adalah orang yang melakukan akad yang melip(dua)

arah, yaitu:

1) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya)

2) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima bagauigi),
atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari alblghat
yaitu ucapan berupa ijab gabul (serah terima amenggadai
dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan eaayang
memenuhi kriteria syariat islam, sehingga akad ydigat
oleh kedua belah pihak atau lebih harus memenuterbpa
rukun dan syarat.

b. Ma’'qud ‘alaih (barang yang diakadkan)

Ma’qud ‘alaih meliputi dua hal, yaitu:

1) Marhun (barang yang digadaikan)



37

2) Marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakad

rahn*?

2. Syarat-syarat Gadai

a. Shighat
Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarsdritd dan waktu
yang akan datang.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum
Pihak yang berakad cakap menurut hukum yaitu prahin dan
marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditatehgan
aqgli baligh, berakal sehat, dan mampu melakukad.aka

c. Utang (marhun bih)
Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:gu&alah
kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepaitiak
yang memberi piutang; merupkan barang yang dapat
dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak shhrang
tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun
Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahimefp®a

gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Paamai

2 Op.cit.
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menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada baraaej gdalah

syarat yang berlaku pada barang yang dapat dipéelikan’®

e. Syarat-syarat al-marhun (sesuatu yang digadaikan)
Al-marhun adalah harta yang ditahan oleh pihak @adtamin untuk
mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknyaiifa&is
yang menjadi almarhun bihi.

Syarat-syarat almarhun menurut hanafiah yéitu

a) Al-marhun harus bisa dijual
Yaitu al-marhun harus ada ketika akad dan bisaah&an.

b) Al-marhun harus berupa harta
Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatg fidak
berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tamaanh atau
hasil buruan seseorng yang sedang dalam keadaam. ihr

c) Menggadaikan kemanfaatan

d) Al-marhun harus mutagawwam (memiliki nilai)
Maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut
agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayaaldararhun
tersebut.

e) Menggadaikan minuman keras dan babi.

B Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta:
Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001),him. 21.
14 .

Op.cit.
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Berdasarkan ini, tidak sah seorang muslim menggadai
minuman keras atau babi, juga tidak boleh meneharang
gadaian berupa minuman keras dan babi dari seonaisim

lainnya atau dari kafir dzimmi.

f) Al-marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti
Sebagaimana halnya barang yang dijual juga didyarat
harus diketahui dengan jelas dan pasti.

g) Al-marhun statusnya harus milik ar-raahin.

Menurut ulama hanafiyyah, syarat ini bukan merupadyarat
sah akad ar-rahnu, akan tetapi syarat berlakuiffgktakad
ar-rahn. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahukum
menggadaikan harta milik orang lain.

h) Al-marhun harus mufarragh (tidak ditempeli sesugéung
tidak ikut digadaikan)

Maksudnya tidak dalam kondisi masih menyangkut aesu
yang menjadi hak ar-rahin.
3.1.4 Status dan jenis barang Gadai
a. Status Barang Gadai
Ulama figh menyatakan bahwa rahn baru dianggap serappabila
barang yang digadaikan itu secara hukum sudah dedadangan
penerima gadai (murtahin/kreditor), dan uang yaibgitdhkan telah

diterima oleh pemberi gadai (rahin/debitur).
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b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yandildija agunan

oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegany oheirtahin

sebagai jaminan utang. Menurut ulama hanafi, babamngng yang
dapat digadaikan adalah barang-barang yang memkatggjori:

1) Barang-barang yang dapat dijual.

2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandaygeai,sidak
sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta.

3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak bolehggadaikan
sesuatu yanmajhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

4) Barang tersebut merupakan milik si rahin.

3.1.5 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai
1. Hak dan kewajiban Penerima Gadai

a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila tatak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian yeaygpatelah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benadaig
(marhun).

c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegzadpi
berhak menahan harta benda gadai yang diserah&arpemberi

gadai (nasabah/rahin).

Berdasakan hak penerima gadai dimaksud, muncul jkeamayang

harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:
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a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atosetnya
harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleHa&alanya.

b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gauak
kepentingan pribadinya.

c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepadaberi
gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda. gadai

2.Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)

Hak pemberi gadai (rahin)

a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembladieta benda
yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman uyangn

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kéars dan
/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, b iku
disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjuaaa benda
gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaggadainnya.

d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta bendaidaila

penerima gadai diketahui menyalahgunakan hartasbgadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka rhiegvajiban

yang harus dipenuhinya, yaitu:

a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yaelght

diterimanya dalam tenggang waktu yang telah diteartu
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b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualanahbeinda
gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ntiitean

pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya

3.1.6 Skema akad rahn

3. pencairan uang
Mrhun bih

1. akad rahn
ﬁa-hin ................
Murtahin \

2. utang dan jasa

Marhun

4. pemanfaatan marhun

/ Akad lain IL

Sumber : Muhammad Solikul Hadi, Buku Pegadaiani8igahlim 88

Keterangan gambar

: berhubungan

- saling berhubungan

Keterangan skema akad rahn :
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a) Rahin mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pelyaan dengan
membawa marhun (barang jaminan yang dapat
dimanfaatkan/dikelola) yang akan diserahkan kepaai@ahin.

b) Murtahin melakukan pemeriksaan dan termasuk jugasakeer harga
barang jaminan yang diberikan oleh rahin sebagainan utangnya.

c) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murdahirrahin akan
melakukan akad rahn.

d) Selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka murtalakan
memberikan sejumlah pinjman uang yang jumlahnyawdih nilai
barang jaminan yang telah ditaksir kepada rahin.

e) Setelah rahin menerima sejumlah uang pinjamanndariahin, maka
selanjutnya akan melakukan negoisasi (kesepakatambali
mengenai barang yang digadaikan tersebut, yaitkaapdarang
tersebut akan dikelola/dimanfaatkan atau tidaka khisrang gadaian
tersebut disepakati untuk dikelola, selanjutnyanattisentukan siapa
yang mengelola (sesuai kesepakatan). Selanjutnga ditakukan
akad pemanfaatan barang jaminan tersebut akan idisEgama
sesuai kesepakatan.

3.1.7 Aplikasi dalam perbankan
Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dladrikut :

a. Sebagai produk pelengkap

> Muhammad solikul hadi, pegadaian syariah, jakarta salemba diniyah, 2003.
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Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya gsebakad
tambahan (jaminan/collaterall) terhadap produk Is@perti dalam
pembiayaan bai’ al-murabahah. Bank dapat menahamdyaasabah
sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai produk tersendiri
Di beberapa negara islam termasuk di antaranyaaladaklaysia,
akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari aga@n
konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalamnasabah
tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasatddlah biaya
penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksira
Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegsatidah dari
sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipadgasedangkan
biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

3.1.8 Risko ar-rahn
Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahab#g diterapkan

sebagai produk adalah :

a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)

b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan rusak.

3.2 Penerapan akad rahn di BNI Syariah
A. Prosedur dari gadai emas
1. Memiliki bukti identitas yang jelas dan berlaku.

2. Menyerahkan barang gadai berupa emas atau sdrtdgaam mulia
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3. Dana gadai dapat dipindahkan ke tabungan syarias ptau giro

wadi’ah/diambil tunai.

B. Tarif gadai terdiri dari :

1.

2.

3.

Biaya materai
Biaya administrasi

Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihis@ogra harian.

C. Keunggulan gadai emas di BNI Syariah

1.

2.

4.

Cepat prosesnya memakan waktu + 30 menit

Mudah, dengan prosedur yang sederhana untuk segimgan
masyarakat.

Murah, karena tarif penitipan ditetapkan harian dalak dikaitkan
dengan nominal pembiayaan.

Berkah, karena dikelola secara syariah.

D. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan gadai entas ya

1. Akad gard

Akad gard adalah akad pinjaman (penyaluran danpadee nasabah
dengan ketentuan wajib mengembalikan dana yangrdéeya kepada
bank yang telah disepakati (utang piutang) atalg y@isebut dengan
akad gard al-hasan.

Akad gard al-hasan adalah suatu akad yang dibeat mhak pemberi
gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal tranggddai harta
benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunang y

diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pembeyadai
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(nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah awuwde penerima
gadai (murtahin). Akad gard al-hasan dimaksud, gatdssipnya tidak
boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud bar#las cara :

a) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominalkan
persentase.

b) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, pksti serta terbatas
pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad &awtrak.
Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk :

a. Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa bayamg
tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan vadnya dan
berupa barang bergerak saja, seperti emas, baeaage
elektronik, dan sebagainya.

b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi Hasil.

2. Akad rahn

Akad rahn menurut istilah adalah menahan sesuatbabkan adanya

hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dasuat tersebut.

Yang maksudnya, menjadikan barang, harta yang gayanberwujud

konkrit yang memiliki nilai menurut pandangan syarsebagai

(pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang iemumgkinkan

untuk digunakan membayar seluruh atau sebagiag ytarg ada.

' Muhammad firdaus, dkk., Mengtasi Masalah dengan Pegadaian Syariah. (Jakarta: Reinesa,
2007), Cet. Ke-2,him. 29.

Y Ibid.
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3. Akad ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakankze#an manfaat

harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikanfaatandengan

imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaatgbdbalam akad

ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat ataidangan sesuatu

penggantian berupa kompensasi.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti nasabam) memberikan

fee kepada murtahin ketika masa kontrak barakhim daurtahin

mengembalikan marhun kepada rahin. Karena itu untekghindari

terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengeigaya jasa barang

simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan; yaitu

a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentdam$a harus

nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada haydnad mutlak
diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.

b) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercarmtalam akad.

3.2.1 Alur pembiayaan gadai emasdi BNI Syariah

Sumber Wawancara dengan CS BNI Syari'ah Semarang, Mbak.Nid
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Keterangan :

1. Nasbah ajukan permohonan pembiayaan gard dan seraggkinan

2. Bank memproses agunan, penaksiran barang dan mg@kaetujuan
berapa pembiayaan yang diberikan

3. Bank dan nasabah tandatangan akad pembiayaan @gmdas
tercantum didalamnya akad qard (hutang) rahn (padin ijarah
(sewa). Dan emas diserahkan pada bank.

4. Bank melakukan pencairan dana gard sesuai kesepakat

5. Saat jatuh tempo nasabah mengembalikan dana gandréa sesuai

kesepakatan.

3.2.2 Simulas administras gadai emasdi BNI Syariah

1. Administrasi‘®

a. Materai 6000 (setiap gadai baru / perpanjangan)

b. Taksasi 1 juta sampai dengan 10 juta : Rp. 100000.
Taksasi 10 juta sampai dengan 25 juta : Rp. 250000.
Taksasi 725 juta : Rp. 50.000.000

c. Untuk pelunasan, administraasi Rp. 15.000
2. Tarif simpanan atau ujrah
a. Berdasarkan taksasi, bukan nilai pembiayaan :

Berat barang sampai dengan 100gram :1,35%

'8 Wawancara dengan customer service BNI Syari’ah Semarang Mbak Nida, selasa 30 April
2014, pukul 13.30
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Berat barang > 100gram :1,1%
. Misal :
Ibu A gadai 25gram 24 karat emas antam, hargasakaag berlaku

Rp. 476.250.

Cara Perhitungan :

Rp. 476..250 x berat barang 25 gram : 11.906.28G i)

Pembiayaan 80% dari taksasi :9.525.000

Ujrah 1,35% x Rp. 11.906.250 =4.366 / hari

30 Hari

Keterangan :

1. Biaya tarif jasa dihitung per 5 hari, taksasi letiygi.

2. Tidak harus menunjukkan surat pembelian, tapi dgalia

lebih baik.

3. Harga taksir tergantung dari BNI Syariah pusagKidelalu sama.
Mengikuti pergerakan harga emas pasaran.

4. Emas yang bisa diterima adalah antam atau lokal,peohiasan.
24 karat, 22 karat yang biasa digunakan.

5. Apabila nasabah sudah jatuh tempo ada perpanjamwgdtu,
maksimal perpanjangan sampai 2x (1 x periode gatizi=hari).

Limit plafon nasabah Rp. 250.000.000,-
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Barang akan dilelang apabila tenggang 2 mingggaksanggal
jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasinya.
6. Nasabah boleh melakukan pelunasan atau perpanjamgjet
sebelum jatuh tempo dengan cara yaitu sebagaiuberik
a) dihitung pokok tersisa
b) biaya ujrah sampai dengan tanggal akan dilunasi
c) administrasi untuk ujrah (upah) dihitung dari katgn 5
harian.
7. Jenis lelang ada 2 yaitu :
a) Lelang terbuka
b) Lelang bawah tangan, maksudnya ditawarkan kepada
nasabah yang lain, jika tidak menjualnya ke tokoagm
dengan harga yang berlaku. Diusahakan emas telgmgan
harga tertinggi. Apabila kurang , nasabah wajib iveyar
selisin kurangnya tersebut. Apabila sisa terjualajan

dikembalikan ke rekening nasabah tersébut.

3.2.3 Analisa pembiayaan gadai emas di BNI Syariah

1. Pada penerapannya, BNI Syari’ah dengan menggunaabiayaan

gadai emas hampir sama dengan konsep teorinya yaitigan
menggunakan 3 akad gard, rahn dan ijarah. Bank meménjelasan
kepada nasabah sebelum melakukan akad-akadnyaugrkarena

masih banyak orang awam yang belum mengetahuingraiad-

Y bid.
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akad yang ada dalam pembiayaan gadai emas terddnutpihak
bank memberitahukan prosedur yang harus dilakuleala masabah
untuk melakukan pembiayaan gadai emas. Persyayataadalah
emas batangan antam (antam/lokal), mempunyai negelabungan
di BNI Syariah, fotokopi KTP, fotokopi NPWP (> 5Quta),
pembiayaan maksimal 80% dari hasil taksasi barabigya
administrasi awal mulai dari Rp. 10.000, Rp. 15,af#nh Rp. 50.000
( + Rp. 6000 untuk materai), 1 x periode gadai bha€i (4 bulan),
maksimal perpanjangan 2 kali., ujrah (biaya simgiihjtung per 5

hari, maksimal pembiayaan sampai dengan Rp. 25@000

Aplikasi Rahn dalam BNI Syariah

Gadai Emas Syariah - BNI Syariah atau disebut jpganbiayaan
Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaana fisik
atas barang berharga berupa emas (lantakan danpataiasan
beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jamiasmpembiayaan

(gardh) yang diterima.

Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh Agdag
membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yamglesak.
Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raydukehan modal

kerja jangka pendek dan sebagainya.
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Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarakadssar tolong
menolong tanpa mencari keuntungan, dan tidak ailahisounga

uang.



